BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
bahwa  sehubungan dengan adanya  perubahan
mekanisme penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor
27) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 3
Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan
cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Desa.
Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yaitu:
a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) pada Triwulan II; dan
b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) pada Triwulan III.
Untuk mencairkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah
Desa terlebih dahulu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah



(4)

(5)

(6)

(7)

Desa (RPJMDes). Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDES), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Perubahan (APBD-P) tahun berjalan.

Untuk Proses Pencarian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala
Desa mengajukan permohonan pencarian DBH Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada bukti Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Barito Utara dengan diketahui Camat.

Atas dasar Permohonan Kepala Desa sebagaimana Dimaksud pada ayat (3)
selanjutnya Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara Melakukan registrasi berkas permohonan.

Setelah dilakukan registrasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara meneruskan permohonan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala BPKA.

Kepala BPKA menyalurkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
langsung dari kas daerah ke rekening Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggudangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 23 Okcbday 2023

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

m

i

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal a3 Oktdeer 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

FRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023 NOMOR ... !9



